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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan Hakim 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memutus Loan Agreement antara Nine AM 

Ltd. dengan PT. Bangun Karya Pratama Lestari batal demi hukum sudah sesuai 

dengan hukum perjanjian atau tidak dan untuk mengetahui Putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta Barat dalam Perkara Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar tentang 

pembatalan perjanjian pinjam-meminjam uang. Penelitian ini menggunakan 

penelitian normatif (normative legal research) dengan menggunakan pendekatan 

penelitian undang-undang  (statute approach) dan pendekatan kasus (case 

approach). 

Adapun hasil penelitian ini yaitu 1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta  

Barat telah sesuai dengan hukum perjanjian bahwa perjanjian tersebut batal demi 

hukum. Hal ini disebabkan karena Loan Agreement telah melanggar ketentuan 

Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu tidak terpenuhinya unsur suatu sebab yang halal 

dan bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa serta Pasal 1339 KUH 

Perdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian tidak hanya terikat terhadap apa 

yang secara tegas disetujui dalam perjanjian tersebut, tetapi juga terikat oleh 

kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang maka batal demi hukum. Perjanjian ini 

sesuai nilai keadilan karena sudah adil untuk kedua belah pihak  

 

Kata kunci : Pinjam meminjam, perjanjian, putusan hakim 
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ABSTRACT 

This study aims to determine whether the decision of the West Jakarta 

District Court Judge who decided on the Loan Agreement between Nine AM Ltd. 

with PT. Bangun Karya Pratama Lestari is null and void in accordance with the 

law of the agreement or not and to find out the West Jakarta District Court 

Decision in Case Number 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar regarding the cancellation 

of the agreement borrow money. This research uses normative legal research 

using a statute approach and a case approach. 

The results of this study are 1) the decision of the Jakarta District Court 

The West has complied with the law of the treaty that the agreement is null and 

void. This is because the Loan Agreement has violated the provisions of Article 

1320 of the Civil Code, namely the non-fulfillment of the elements of a lawful 

cause and contrary to Article 31 of the Language Law and Article 1339 of the 

Civil Code which stipulates that an agreement is not only bound to what is 

expressly agreed. in the agreement, but is also bound by propriety, custom, and 

law. then null and void. This agreement is in accordance with the value of justice 

because it is fair for both parties 

 

 

Keywords : loan, agreement,  judge’s decision 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di zaman saat ini hukum perjanjian dalam praktiknya berkembang 

sangat pesat. Namun berjalannya seiring waktu perkembangan hukum 

perjanjian dalam praktik bisnis membuat pelaku- pelaku terkadang tidak 

dapat bertindak hanya dengan berdasarkan kepada ketentuan dalam Buku 

III KUH Perdata tentang Perikatan. Perkembangan ini terjadi karena pasal 

1338 KUH Perdata mengatur tentang prinsip atau asas kebebasan untuk 

membuat perjanjian. 

Perjanjian yang erat kaitannya dengan kegiatan bisnis mempunyai 

tingkat kompleksitas yang tinggi yang berujung di pengadilan, antara lain 

yaitu perjanjian-perjanjian bisnis yang dibuat oleh pihak atas dasar 

kebebasan berkontrak, selanjutnya diingkari isinya dan dimintakan 

pembatalan perjanjian ke pengadilan. Pengingkaran tersebut sudah dibangun 

oleh dalil-dalil yang sedemikian rupa oeh pihak dari penggugat yang merasa 

kepentingannya dirugikan. Namun tidak jarang juga ada salah satu pihak 

dalam perjanjian yang kemudian meminta kepada hukum untuk 

menyatakan bahwa perjanjian itu batal demi hukum. Perjanjian-perjanjian 

yang dikemukakan melibatkan pihak   asing sebagai salah satu pihak. 

Pelaksanaan perjanjian dengan segala konsekuensi hukumnya 

akan melibatkan pihak yang memiliki sistem hukum yang belum sejalan 

dengan sistem hukum yang berlaku di indonesia. Dari pihak dalam 



2 
 

 

perjanjian kemungkinan sepakat untuk menundukkan diri kepada hukum 

indonesia akan tetapi para pihak memilih lebih tunduk akan aturan  hukum 

asing atau yuridiksi hukum asing   untuk mengadili sengketa yang timbul. 

Secara teoritik hak seseorang sebagai salah satu pihak dalam 

perjanjian untuk mengajukan gugatan ke pengadilan jika memiliki alasan 

kuat untuk mengajukan sebuah gugatan. Terbukanya kemungkinan untuk 

permohonan pembatalan suatu perjanjian adalah salah satu sarana terpenting 

bagi sistem hukum modern untuk menjamin terlaksananya prinsip access of 

justice atau akses kepada keadilan dan memastikan terjaganya prinsip rule 

of justice atau   keadilan yang berkuasa
1
 Oleh sebab itu suatu hal yang lazim 

serta wajib ada di negara-negara dengan sistem modern dan demokratis. 

Hukum harus berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, demikian 

agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum di Indonesia harus 

ditegakkan, sengketa- sengketa perdata salah satunya pihak menuntut 

pembatalan perjanjian seringkali terjadi. Pengadilan juga sudah berulang kali 

membatalkan gugatan semacam itu. Namun pihak yang kecewa atau tidak 

puas karena gugatannya ditolak oleh hakim ini menganggap bahwa tindakan 

hakim tersebut tidak adil karena kurang memahami perkembangan hukum 

dan kompleksitas yang ada dalam sengketa tersebut. Oleh sebab itu maka 

para penegak hukum dalam hal ini khususnya para hakim, dituntut untuk 

dapat meningkatkan kapabilitas dan kompetensi keilmuan agar dapat 

menangani kasus yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, yang 

                                                     
1 Nindyo Pramono,Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan, Perjanjian (Mimbar Hukum- Fakultas Hukum 

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta), hlm 224 
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melibatkan sistem hukum dan pihak yang berperkara dari pelbagai negara. 

Hal ini berkaitan agar citra penegakan hukum negara Indonesia di mata asing 

menjadi lebih baik. Jika para hakim memiliki pemahaman yang benar, baik 

dan luas terhadap hal ataupun terhadap putusan yang ditangani perkaranya. 

Untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan agar memberi 

kemanfaatan bagi para pencari keadilan yang mengajukan sengketa hukum 

mereka kepada hakim, maka hakim dituntut untuk mampu menegakkan 

hukum secara arif dan bijaksana dengan selalu memperhatikan unsur dasar 

hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch kepastian hukum, 

keadilan, dan kemanfaatan. Ada dua kutub yang saling tarik-menarik dalam 

pelaksanaan hukum yaitu kutub keadilan dan kepastian hukum
2
 

Terkait dengan cara hakim selaku penegak hukum dalam 

memutuskan suatu perkara seperti yang sudah di ulas, hal ini dapat dilihat 

dalam perjanjian sebagaimana yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Bar, terkait dengan perjanjian 

pinjam-meminjam Loan Agreement dalam perkara ini melibatkan PT. 

Bangun Karya Pratama Lestari (Penggugat) berkedudukan di Jakarta Barat 

Indonesia dan Nine AM Ltd. (Tergugat) berkedudukan di Negara Bagian 

Texas Amerika Serikat. Bahwa berdasarkan Loan Agreement/ Perjanjian 

Pinjam-Meminjam tanggal 23 April 2010 yang dibuat antara Penggugat 

dengan Tergugat dan berdasarkan Loan Agreement yang telah 

diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi dan 

tersumpah. Penggugat telah memeroleh pinjaman uang dari Tergugat sebesar 

                                                     
2 Sudikno Mertokusumo,1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Liberty, Yogyakarta), hlm. 145. 
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USD 4,422,000,- (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dolar Amerika 

Serikat). 

Berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata, syarat batal dianggap selalu 

dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu 

pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak 

batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. 

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak 

dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam persetujuan. Jika syarat batal 

tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, 

atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu  itu tidak 

boleh lebih dari satu bulan. 

Menurut Hasanuddin Rahman, Pembatalan sebagai salah satu sebab 

hapusnya perikatan adalah apabila salah satu pihak dalam perjanjian tersebut 

mengajukan atau menuntut pembatalan atas perjanjian yang telah dibuatnya, 

pembatalan mana di akibatkan karena kekurangan syarat subyektif dari 

perjanjian.
 

Berdasarkan masalah tersebut di atas penulis tertarik untuk 

melakukan sebuah penelitian yang berjudul STUDI YURIDIS TERHADAP 

PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM YANG DINYATAKAN BATAL 

DEMI HUKUM (Studi Kasus Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Bar) 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan merumuskan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini agar tidak terjadi kerancuan. 

Adapun rumusan pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu: Apakah 

putusan pengadilan Nomor 451/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Bar adalah    putusan yang 

sesuai dengan nilai keadilan? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Mengetahui putusan pengadilan Nomor 451/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Bar yang 

sesuai dengan nilai keadilan berdasarkan tujuan penelitian yang hendak 

dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam sektor 

pekerja baik secara langsung maupun tidak langsung adapun manfaat 

penelitian ini   adalah sebagai berikut: 

a) Manfaat teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu: 

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam menunjang 

pengembangan ilmu bagi penulis sendiri khususnya dan Fakultas 

Hukum Universitas PGRI Semarang 

2. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan informasi dan 

manfaat pada masyarakat tentang perjanjian pinjam meminjam yang 

sesuai dengan nilai keadilan 
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b) Manfaat praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1) Bagi penulis 

Dapat menambah wawasan tentang perjanjian pinjam meminjam 

yang sesuai dengan nilai keadilan 

2) Bagi masyarakat 

Memberikan pandangan hukum bagi masyarakat terutama tentang 

perjanjian pinjam meminjam yang sesuai dengan nilai keadilan 

3) Bagi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang 

Untuk menambah referensi bagi fakultas hukum yang dapat dijadikan 

kajian penelitian berikutnya 

D. Kerangka Pemikiran 

a. Kerangka Teori 

1. Teori Perjanjian 

Dasar hukum perikatan surat berharga menurut teori perjanjian 

terletak pada suatu perjanjian yang merupakan perbuatan dua belah 

pihak yakni antara pihak penerbit dan pemegangnya. Keberatan teori 

ini adalah pada ketidak mampuannya memberikan penyelesaian 

beberapa hal yang timbul pada peredaran surat berharga itu. Dalam 

keadaan normal, teori ini dapat diterima, akan tetapi tidak dapat 

diterima misalnya karena hilang atau dicuri surat berharga yang 

bersangkutan. Dalam hal ini penerbit masih bertanggungjawab 

terhadap pemegang atau pembawa surat yang memperoleh secara tidak 
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normal. Perjanjian merupakan aktifitas yang tidak dapat dilepaskan 

dari kehidupan manusia modern .Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang 

menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

lain atau lebih”. 

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa suatu     perjanjian adalah: 

a. Suatu perbuatan. 

b. Antara sekurangnya dua orang. 

c. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak-pihak 

yang berjanji tersebut. 

2. Teori batal demi hukum 

Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka 

perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Misalnya dalam perjanjian 

perdamaian terdapat kesepakatan yang mengandung pemaksaan, 

penipuan, kekeliruan, atau penyalahgunaan keadaan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1859 KUH Perdata, maka perjanjian perdamaian 

tersebut dapat dimohonkan ke pengadilan untuk dibatalkan. Atau 

semisal salah satu pihak dalam perjanjian belum cukup umur 

berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata adalah mereka yang belum 

mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin. Maka salah satu 

pihak bisa mengajukan pembatalan perjanjian dengan dasar pihak lain 
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dalam perjanjian belum cakap hukum
3
. 

Sedangkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, 

semisal dikarenakan tidak ada unsur sebab yang halal dalam perjanjian 

dan bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan 

kesusilaan. Maka perjanjian tersebut batal demi hukum sejak awal 

artinya dari semula, pembuatan perjanjian itu sendiri sudah dianggap 

tidak pernah ada atau tidak pernah dilahirkan. 

Untuk memahani lebih jauh tentang pembuatan perjanjian terutama 

perjanjian yang fokusnya pada pengembangan bisnis, ada baiknya anda 

mengikuti pelatihan ataupun pendidikan tentang penyusunan 

perjanjian. Dalam pelatihan tersebut, anda akan mempelajari tata cara 

lengkap pembuatan perjanjian mulai dari syarat yang harus dipenuhi 

hingga teknik penyusunan bahkan analisa suatu perjanjian
4
 

3. Teori Keadilan Hukum 

Beberapa tokoh terkemuka menyampaikan konsep keadilan 

menurut mereka. Salah satunya Aristoteles, yang menekankan pada 

persamaan hak sebagai konsep keadilan. 

Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern, 

Aristoteles menyatakan jika persamaan hak memang menjadi konsep 

keadilan.Keadilan dalam hal ini tidak selalu tentang persamaan hak, 

tetapi juga tentang ketidaksamaan hak yang didapat orang. Artinya 

                                                     
3
Subekti dan Tjitrosudibio, 2008, KitabUndang-UndangHukumPerdata,PT.Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.338  

 
4 https://learninghub.id/bedanya-perjanjian-batal-demi-hukum-dan-perjanjian-dapat-dibatalkan Diakses di Semarang pada 

pukul jam 17.11 WIB 10 juni 2022  

https://learninghub.id/bedanya-perjanjian-batal-demi-hukum-dan-perjanjian-dapat-dibatalkan
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keadilan akan tercapai jika beberapa pihak diperlakukan secara sama 

atau sebaliknya, beberapa pihak tersebut tidak diperlakukan secara 

sama. Dalam menjelaskan konsep keadilan, Aristoteles membedakan 

keadilan menjadi beberapa hal, yakni: 

a. Keadilan distributif 

Adalah keadilan yang menuntut setiap pihak mendapatkan apa 

yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif 

meyakini jika konsep adil akan terjadi apabila tiap pihak secara 

sama rata mendapatkan haknya.Contoh keadilan distributif bisa 

dilihat dari konteks hubungan negara dengan masyarakat. Negara 

harus memberikan apa yang menjadi hak warga negaranya, seperti 

perlindungan, fasilitas publik, rasa aman serta nyaman dan lain 

sebagainya. 

b. Keadilan komutatif 

Penentuan hak di antara berbagai pihak, baik secara fisik atau 

non fisik. Prinsip keadilan ini menyangkut pada hak milik 

seseorang, baik yang dari sebelumnya telah dimiliki ataupun yang 

didapat melalui cara sah. Definisi lainnya, keadilan secara komutatif 

adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa 

yang dilakukan. Contoh keadilan komutatif ialah memperlakukan 

setiap orang secara adil. Tidak hanya mendapat haknya, namun juga 

harus menerima sanksi atau hukuman ketika melakukan suatu 

kesalahan. 



10 
 

 

 

4. Kemanfaatan Hukum 

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah 

tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu 

diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang 

mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah 

tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan 

dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat 

dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, 

hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai
5
. Jika kita lihat 

defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara 

terminologi bisa diartikan guna atau faedah
6
. Terkait kemanfaatan 

hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagian yang 

terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. 

Menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam 

menghasilkan kesenangan atau kebahagian yang terbesar bagi jumlah 

orang yang banyak. Utrecht dalam menanggapi teori ini 

mengemukakan tiga hal yaitu: 

a. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil- 

adilnya hal hal yang kongkret. 

b. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu  isinya 

                                                     
5
 Said Sampara dkk, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Total Media, Yogyakarta, hlm. 40. 

6 KBBI, http://kbbi.web.id/manfaat, diakses di Semarang pada pukul 20.08 Tanggal 05-04-2022 

 

http://kbbi.web.id/manfaat
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bersifat umum. 

c. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum 

seseorang. 

Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukumdalam 

pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan 

vatikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya 

kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan 

kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain)
7
. 

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertukosumo 

tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, 

akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya 

suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah 

tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut 

masyarakat dan zamannya. 

Menurut Schuit telah memperinci cirri-ciri keadaan tertib sebagai 

berikut dapat diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, 

kesesuaian, langgeng, mantap, berjenjang, ketaatan, tanpa perselisihan 

keseragaman, kebersamaan, suruhan, keberurutan, corak lahir, dan 

tersusun
8
. 

2. Kerangka Konsep 

Batal demi hukum adalah istilah hukum yang berarti bahwa dari awal 

tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan. Istilah lain yang dapat 

                                                     
7
 Surojo wignyodipuro, 1983, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta, hlm 45-46 

8
 Permadi purbacaraka dan soejono soekanto, 1978, perihal kaidah hukum, bandung 
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digunakan adalah "void ab initio", yang berarti "dianggap tidak sah dari 

awal” “Perjanjian “Batal demi hukum” dan “Dapat dibatalkam” Tujuan 

dari Perjanjian adalah untuk melahirkan suatu perikatan hukum , untuk 

melahirkan suatu perikatan hukum diperlukan syarat sahnya suatu 

perjanjian. 

 Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

syarat sahnya perjanjian adalah: 

1) Kesepakatan para pihak 

2) Kecakapan 

3) Suatu hal tertentu 

4) Sebab yang halal 

Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka 

perjanjian tersebut “DAPAT DIBATALKAN”. Dapat dibatalkan artinya 

salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri 

tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) 

atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang 

tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas). 

Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, 

maka perjanjian tersebut adalah “BATAL DEMI HUKUM”. Batal demi 

hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan 

suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. 

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan terdapat 

perbedaan antara perjanjian yang batal demi hukum dengan perjanjian 
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yang dapat dibatalkan yaitu dilihat adanya unsur sebagaimana dalam 

ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu dua unsur yang menyangkut 

unsur subjektif dan dua unsur yang menyangkut unsur objektif dan 

pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke 

Pengadilan. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

1. Bagian awal terdiri dari: 

A. Halaman Judul (cover) 

B. Halaman Judul (dalam) 

C. Halaman Pengesahan 

D. Motto dan Persembahan 

E. Pernyataan Keaslian Tulisan 

F. Kata Pengantar 

G. Abstrak 

H. Daftar Isi 

I. Daftar Lampiran 

2. Bagian isi terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

D. Kerangka Pemikiran 

E. Sistematika Pemikiran 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

     B. Spesifikasi Penelitian 

                C. Metode Pengumpulan Data 

                D. Metode Analisis Data 

                 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

B. Pembahasan 

       BAB V PENUTUP 

        A. Kesimpulan 

        B. Saran 

3. Bagian akhir terdiri dari: 

A. Daftar Pustaka 

B. Lampiran



 

 

15 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Umum Tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu overeenkomst, 

dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah contract/agreement. 

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan 

bahwa: 

diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah 

hubungan antara debitor dan kreditor mengenai harta kekayaan. Perjanjian 

yang diatur dalam buku III KUH Perdata sebe“Suatu perjanjian adalah 

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih.” Ketentuan pasal ini kurang tepat, 

karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-

kelemahan tersebut adalah sebagai       berikut
9
: 

 

Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata 

kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak 

dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan 

diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak. 

 

a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan 

kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak 

saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah 

“saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak 

b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian 

“perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan 

(zaakwaarneming), tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) 

                                                     
9
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 3, 2000), hal. 224. 
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yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah 

“persetujuan”. 

c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian mencakup 

juga perjanjian kawin yang narnya hanya meliputi perjanjian yang 

bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian (personal) 

d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam rumusan pasal itu tidakdisebutkan 

tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri 

itu tidak jelas untuk apa. 

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Abdulkadir Muhammad 

merumuskan pengertian perjanjian sebagai berikut
10

: 

“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau 

lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai 

harta kekayaan.” 

Dalam definisi di atas terdapat konsensus antara pihak-pihak untuk 

melaksanakan sesuatu hal, mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai 

dengan uang. Perjanjian melaksanakan perkawinan misalnya, tidak dapat 

dinilai dengan uang, bukan hubungan antara debitor dan kreditor, karena 

perkawinan itu bersifat kepribadian bukan kebendaan. Perjanjian 

merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu 

perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini 

berbeda dari perikatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat 

diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya 

perjanjian tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk 

memenuhinya  

                                                     
10

 Ibid hlm 225 
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2. Asas-Asas Perjanjian 

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting yang 

merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. 

Beberapaasas tersebut di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Asas Konsensualisme 

Asas konsensualisme memiliki arti penting, yaitu bahwa untuk 

melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat 

mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa 

perjanjian itu lahir pada saat detik tercapainya kesepakatan para pihak, 

walaupun perjanjian tersebut belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini 

berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak, 

melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut 

bahwa perjanjian tersebut bersifat obligator, yakni melahirkan 

kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut. 

Kemudian, untuk beralihnya hak milik masih dibutuhkan suatu 

perbuatan hukum yaitu penyerahan. 

b. Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang 

sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak ini 

oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat 

(1) KUH Perdata menentukan bahwa: 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang- undang bagi mereka yang membuatnya.” 
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 Apabila dicermati Pasal 1338 ayat (1) di atas, pada kalimat 

“semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan adanya 

pokok (asas) kebebasan berkontrak yang terkandung di dalamnya.
11

 

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada 

seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan 

denganperjanjian, di antaranya:
12

 

1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak; 

2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian; 

3) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian; 

4) Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan 

5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang 

menjamin kebebasan orang dalam melakukan perjanjian. Hal ini tidak 

terlepas juga dari sifat Buku III KUH Perdata yang hanya merupakan 

hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya 

(mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang 

sifatnya memaksa. 

c. Asas Mengikatnya Perjanjian (Pacta Sunt Servanda) 

 Asas Mengikatnya Perjanjian (Pacta Sunt Servanda), 

artinya setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk 

memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut 

                                                     
11

 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, Edisi ke-1, Cet. 5, 2013 hal. 78. 
12

 Ahmadi Miru, Op. Cit., hal. 4. 
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m e n g a n d u n g  janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut 

mengikat para pihak sebagaimana mengikatnyasuatu undang-undang. 

Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) khususnya pada kalimat 

“berlaku sebagai undang-undang” yang menunjukkan pokok (asas) 

kekuatan mengikatnya perjanjian yang terkandung di dalamnya.
13

 

d. Asas Iktikad Baik 

K e t e n t u a n  tentang asas iktikad baik ini diatur dalam Pasal 

1338 ayat (3) yang menentukan bahwa: 

“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan Iktikad baik.” 

Adapun yang dimaksud asas iktikad baik adalah bahwa dalam 

pelaksanaan p e r j a n j i a n  tersebut tidak boleh bertentangan dengan 

kepatutan dan keadilan. Menurut Subekti, hakim mempunyai 

kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, agar tidak 

melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti hakim berwenang untuk 

menyimpang dari perjanjian jika pelaksanaan perjanjian bertentangan 

dengan iktikad baik.
14

 

Asas Iktikad b a i k  ini terbagi menjadi dua macam, yaitu 

iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Pada iktikad baik nisbi 

orang memerhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. 

Pada iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan 

keadilan, dibuat ukuran keadilanyang objektif untuk menilai keadaan 

(penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif. 

e. Asas Kepribadian (Personalitas) 

 Asas Kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa 

seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya 

                                                     
13 Ibid hlm 78 
14 Subekti,Op.cit  hlm 41 
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untuk kepentingan perseorangan saja.
15

 Hal ini dapat dilihat dalam 

Pasal 1315KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 

KUH Perdata yang menentukan bahwa: 

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama 

sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji kecuali untuk dirinya 

sendiri.”  

Pasal ini menerangkan bahwa seseorang yang membuat 

perjanjian tidak dapat mengatas namakan orang lain, dalam arti yang 

menanggung kewajiban dan yang memeroleh hak dari perjanjian itu 

hanya pihak yang melakukan perjanjian itu saja.
16

 Ketentuan ini boleh 

dikesampingkan jika ada kuasa dari orang yang diatasnamakan, 

demikian pula dikecualikan jikaterjadi janji untuk kepentingan pihak 

ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal1317 KUH Perdata. Pasal 1340 

KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Perjanjian-perjanjian hanya 

berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.” “Perjanjian-perjanjian 

itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak- pihak ketiga; tak dapat 

pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selai hal yang diatur 

dalam 1317.” Pasal ini menerangkan bahwa perjanjian hanya mengikat 

pihak-pihak yang membuatnya, sehingga tidak bolehnya seseorang 

melakukan perjanjian yang membebani pihak ketiga, sedangkan 

memberikan hak kepada pihak ketiga dapat saja dilakukan jika 

                                                     
15 Ibid hlm 17 
16 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Op cit hlm 65  
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sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata.
17

 

3. Unsur – Unsur Perjanjian 

Dilihat dari struktur perjanjian, maka Asser membedakan bagian- 

bagian perjanjian, yaitu bagian inti (wezenlijk oordel) dan bagian yang 

bukan inti (non wezenlijk oordeel). Bagian inti disebutkan esensialia, 

sedangkan bagian non inti dibedakan atas naturalia dan accidentalia. Dari 

makna kontrak yang berkembang di Indonesia dan Belanda dapat ditarik 

simpulan bahwa ada beberapa unsure yang terdapat dalam kontrak, yaitu:
18

 

a. Ada para pihak; 

b. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak; 

c. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan 

ada objek tertentu. 

Menurut J. Satrio, Unsur – unsur yang terdapat dalam perjanjian 

lebih tepat dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur essensialia dan bukan 

unsur essensialia, yang bukan unsur essensialia dibagi menjadi unsur 

naturalia dan unsur accidentalia.
19

 Unsur essensialia adalah unsur 

perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, 

di mana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada.
20

 

Menurut Mariam Daruz Badruzaman, Unsur Essensialia merupakan 

sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau 

menyebabkan perjanjian itu tercipta (constructive ordeel). Seperti 

                                                     
17 Ibid hlm 80 
18 Asser, Hendleiding Tot De Beoefening Van Het Nederlands Burgelijk Recht, Tjeenk Willink – Zwole, 1968, hlm 337, 

Dikutip dari, Mariam Daruz Badruzaman, Hukum perikatan dalam KUH Perdata Buku ketiga Yurisprudensi, Doktrin serta 

penjelasan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 107. 
19 J. Satrio Op Cit hlm 67  
20 J. Satrio Lo Cit  
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persetujuan antara para pihak dan objek perjanjian
21

. Unsur naturalia 

adalah unsur perjanjian yang oleh Undang-Undang diatur, tetapi yang oleh 

para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsure tersebut oleh 

Undang-Undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah 

(regelend/aanvullend recht) 

Bagian ini merupakan sifat bawaan (natuur) perjanjian sehingga 

secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada 

cacat dalam benda yang dijual (vrijwaring). Unsur Accidentalia adalah 

unsure perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, Undang-undang 

sendiri tidak mengatur hal tersebut. Bagian ini merupakan sifat yang 

melekat pada perjanjian jika secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.
22

 

4. Syarat Sahnya Perjanjian 

Perjanjian yang sah harus memenuhi syarat – syarat yang terdapat 

pada Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 pembuat Undang- 

Undang memberikan kepada kita patokan umum tentang bagimana suatu 

perjanjian lahir. Syarat-syarat tersebut bisa meliputi baik orang- orangnya 

(subjeknya) meupun objeknya. Kesemuanya itu diatur di dalam pasal 

1320 B.W. Dan seterusnya, dalam Bab dua bagian kedua buku III. syarat 

lahirnya suatu perjanjian terdapat syaratsyarat sahnya suatu perjanjian, 

dimana pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 syarat sahnya 

perjanjian, yaitu: 

a. Kesepakatan mereka mengikatkan diri; 

                                                     
21 Mariam Darus Badruzaman,2016, Lo.Cit. 
22 Mariam Darus Badruzaman, Op.Cit, hlm. 107. 
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b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 

c. Suatu hal tertentu; 

d. Suatu sebab yang halal.; 

Keempat syarat ini dikelompokkan kedalam syarat subyektif untuk 

dua syarat yang pertama, dan syarat obyektif untuk dua syarat yang 

terakhir. Syarat pertama dan syarat kedua dari keempat syarat tersebut 

merupakan syarat subjektif, dimana syarat tersebut merupakan terapan dari 

para pihak yang melakukan perjanjian atau tepatnya syarat yang mengatur 

para pihak dalam perjanjian. Jika dalam syarat subjektif tidak terpenuhi 

dalam pembuatan perjanjian maka perjanjian tersebut tidak akan 

mengakibatkan perjanjian itu batal sepanjang para pihak yang karena 

ketidak cakapan atau ketidak bebasnya dalam memberikan sepekatnya 

tidak mengajukan upaya pembatal kepada hakim (vernitigbaar). Syarat 

yang ketiga dan keempat dalam Pasal 1320 merupakan syarat objektif, jika 

syarat tersebut tidak terpeuhi maka akan mengakibatkan perjanjian itu 

tidak pernah ada atau batal demi hukum. Suatu perjanjian yang 

mengandung cacat dalam syarat subyeknya tidak selalu menjadikan 

perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya (Nietig) namun hanya 

memberikan kemungkinan bagi para pihak yang berkepentingan untuk 

mengajukan pembatalan (vernitiegbaar) sementara apabila cacat ini terjadi 

pada syarat obyektifnya maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum. 
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a. Kesepakatan 

 Kesepakatan adalah unsur utama dalam syarat sahnya perjanjian, 

kesepakatan juga merupakan syarat terpenting dalam  suatu perjanjian. 

Kesepakatan adalah hasil kehendak bebas dari para pihak yang 

kemudian dari kata sepakat tersebut melahirkan pejanjian atau  kontrak. 

Kesepakaan adalah bentuk persetujuan dari kedua belah  pihak 

dalam perjanjian. Orang dikatakan telah memberikan persetujuan / 

sepakatnya (toestemming), kalau orang memang menghendaki apa yang 

disepakati. Sepakat sebarnya intinya adalah suatu penawaran yang 

diakseptir ( diterima / disambut) oleh lawan janjinya. Kalau demikian, 

Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, 

dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang 

dikehendaki pihak lain. 

Tanpa kata sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, 

maka perjanjian yang dibuat tidak sah. Orang tidak dapat dipaksa 

untuk memberikan sepakatnya. Dengan adanya kesepakatan atau kata 

sepakat tersebut berarti para pihak mempunyai kebebasan kehendak 

untuk menentukan apa yang akan diperjanjikan dan dengan siapa akan 

melakukan perjanjian. Sehingga apabila terjadi kekhilafan (dwaling), 

paksaan (dwang) dan penipuan (bedrog) maka perjanjian tersebut dapat 

dimohonkan batal karena telah terjadi cacat kehendak (wilsgebrek) 

sehingga syarat kesepakatan secara hukum dianggap tidak pernah terjadi. 
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Adanya paksaan menunjukan tidak adanya kata sepakat yang 

mungkin dilakukan pihak lain adalah untuk memberikan pilihan 

kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan dirinya pada perjanjian 

yang dimaksud atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian yang 

dimaksud, dengan akibat transaksi yang di inginkan tidak dapat 

dilangsungkan. Supaya kontrak atau perjanjian menjadi sah maka para 

pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam 

perjanjian. 

Persesuaian kehendak saja tidak akan menciptakan atau melahirkan 

perjanjian. Kehendak itu harus dinyatakan. Harus ada pernyataan 

kehendak. Penyataan kehendak tersebut harus merupakan bahwa yang 

bersangkutan menghendaki timbulnya hubungan hukum. Kehendak itu 

harus nyata bagi orang lain, dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain. 

Penyataan kehendak itu harus disampaikan kepada pihak lawanya. 

Pihak lawan tersebut harus mengerti kehendak tersebut. Kemudian jikal 

pihak lawanya menyatakan menerima atau menyetujui kehendak, baru 

terjadi kata sepakat. Dengan demikian dapat dikatan bahwa suatu 

pernyataan adalah suatu penawaran, kalau pernyataan itu kepada orang 

yang diberikan penawaran, sedang pernyataan itu sendiri harus 

diartikan sebagai suatu tanda yang dapat diketahui dan dimegerti oleh 

mitra janji. Konsekuiensiya, jika penawaran tersebut diterima secara 

keliru dan ada akseptasi yang menyimpang dari penawaran  tersebut, 

maka pada dasarnya tidak lahir perjanjian atau kontrak. 
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Menurut Mariam Darus Badruzaman, dalam kata sepakat sering 

diartikan dengan pernyataan kehendak yang disetujui. Hal ini 

memberikan jawaban kapan kesepakatan tersebut tercapai. Selalu di 

peryatakan saat-saat terjadinya perjanjian antar pihak. Mengenai hal ini 

ada beberapa ajaran yaitu:
23

 

1) Teori kehendak (wilstheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan 

terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya 

dengan melukiskan surat. 

2) Teori pengiriman (Verzendtheorie) mengajarkan 
24

bahwa 

kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim 

oleh para pihak yang menerima tawaran. 

3) teori pengertahuan (vernemingstheori) mengajarkan bahwa para 

pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa 

tawaranya diterima 

4) Teori kepercayaan (vetrowenstheori) mengajukan bahwa kesepakatan 

itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima 

oleh pihak yang menawarkan. 

b. Kecakapan untuk membuat perikatan 

 Syarat sahnya perjanjian kedua yang terdapat pada Pasal 1320 

KUH Perdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan. Dari kata 

“membuat “perikatan dan perjanjian, kita simpulkan, bahwa di sana 

ada unsur “niat” (sengaja) dan yang demikian itu memang cocok 

                                                     
23 Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Penerbit Alumni, Bandung, hlm, 24. 
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untuk “perjanjian”, yang merupakan tindakan hukum25. Menurut J. 

Satrio istilah yang tepat untuk menyebutkan syaratnya perjanjian 

yang kedua ini adalah kecakapan untuk membuat perjanjian. 

Kecapakan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya 

diukur dari standar, berikut ini : 

1) Person (pribadi), diukur dari standar usia kedewasaan 

(meerdejaring) 

2) Rechspersoon ( badan hukum) diukur dari aspek kewenangan 

(bevoegheid). Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum bagi 

person pada umumnya diukur dari standar usia dewasa atau cukup 

umur (bekwaamheid meerderjarig). 

Di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 

Terbatas telah ditentukan siapa (organ perseroan) yang berhak dan 

bertanggung jawab dalam mewakili perusahaan untuk melakukan 

pengurusan dan kepentingan perusahaan baik di dalam maupun di 

luar pengadilan Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 

menyebutkan bahwa “Direksi bertanggung jawab penuh atas 

pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tujuan 

perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar 

pengadilan”
26

. Seseorang yang telah dinyatakan pailit juga tidak 

cakap untuk melakukan perikatan tertentu. Seseorang yang telah 

dinyatakan pailit untuk membuat perikatan yang menyangkut harta 

                                                     
25 J. Satrio, Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjan buku II, hlm 1 
26

 Ibid, hlm. 43 
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kekayaanya. Ia hanya boleh melakukan perikatan yang 

menguntungkan budel pailit, dan itupun harus sepengatahuan 

kuratornya
27

. 

Menurut J. Satrio kecakapan bertindak menunjuk kepada 

kewenangan umum untuk menutup perjanjian, lebih luas lagi 

melakukan tindakan hukum pada umumnya. Sedang kewenangan 

bertindak merujuk kepada yang khusus, kewenangan untuk bertindak 

dalam peristiwa yang khusus. Ketidakwenangan hanya mengalang – 

halangi untuk melakukan tindakan tertentu
28

. 

c. Suatu hal tertentu. 

Syarat ketiga Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya 

perjanjian adalah suatu hal tertentu. Dalam perjanjian harus ada objek 

tertentu atau hal tertentu yang menyangkut pada perjanjian. Suatu hal 

tertentu yang dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata adalah kewajiban 

debitor dan hak kreditor. Ini berarti bahwa hal tertentu itu adalah apa 

yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak
29

. 

Menurut J Satrio, Objek perjanjian adalah isi dari prestasi 

yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi tersebut 

merupakan suatu perilaku (handeling) tertentu, bisa berupa 

memberikan sesuatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu
30

. 

Dalam Pasal 1332, 1333 dan 1334 KUH Perdata dapat disimpulkan 

                                                     
27

 Ibid, hlm. 37 
28

 J.Satrio, Op.Cit Perikatan yang lahir dari perjanjian Buku II, hlm 3 
29 Ridwan Khairandy, Op.Cit Dalam prespektif perbandingan (bagian pertama), 
30

 J.Satrio, Op.Cit Perikatan yang lahir dari perjanjian Buku II, hlm 32 
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bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (hepaald 

onderwep) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa 

objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti 

akan ada. 

d. Kausa yang halal. 

Syarat sahnya perjanjian yang ke empat adalah suatu sebab 

yang halal, syarat tersebut adalah syarat objektif dari ke empat syarat 

sah nya perjanjian bersamaan dengan syarat yang ketiga, artinya jika 

syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi 

hukum. Dengan perkataan lain, syarat tersebut termasuk kedalam 

unsur essensialia pada perjanjian, Unsur essensialia adalah unsur 

perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian.107KUH 

Perdata menetapkan untuk sahnya perjanjian, selain dari harus ada 

kausanya, kausanya juga harus halal
31

. Syarat keempat daripada Pasal 

1320 B.W ini terdapat penjabaranya lebih lanjut dalam Pasal 1335, 

1336, 1337 B.W : 

1) Pasal 1335 KUH Perdata :“Suatu persetujuan tanpa sebab atau 

yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, 

tidak mempunyai kekuatan”. 

2) Pasal 1336 KUH Perdata :”Jika tidak dinyatakan suatu sebab 

tetapi ada suatu sebab yang halal ataupun jika ada suatu sebab 

yang lain daripada yang dinyatakan persetujuanya namun 

                                                     
31 Elly Erawati dan Herlien Budiono, Penjelasan Hukum tentang kebatalan perjanjian, Nasional legal reform Program, 

Jakarta, hlm.45 
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demikian adalah sah”. 

3) Pasal 1337 KUH Perdata :“Suatu sebab adalah terlarang, apabila 

dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan 

kesusilaan baik atau ketertiban umum”. 

2. Berakhirnya Perjanjian 

Hapusnya suatu perjanjian berarti, menghapuskan semua 

pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalam persetujuan 

bersama antara pihak kreditur dan debitur. Dengan dihapusnya 

perjanjian sebagai hubungan antara kreditur dan debitur maka dengan 

sendirinya juga akan menghapuskan seluruh perjanjian yang 

dilakukan oleh keduanya. Pasal 1381 KUH Perdata mengatur tentang 

cara-cara hapusnya perikatan yang ditentukan oleh undang- undang. 

Cara berakhirnya perikatan ini diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata 

yang meliputi
32

: 

a. Berakhirnya perikatan karena undang–undang : 

1) Konsignasi 

2) Musnahnya barang terutang 

3) Kedaluwarsa 

 

b. Berakhirnya perikatan karena perjanjian dibagi menjadi tujuh 

yaitu: 

1) pembayaran; 

                                                     
32

 Diakses di semarang pada tanggal 10 juni 2022 pukul 22.37 
https://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/berakhirnya-perjanjian.html?m=1 

https://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/berakhirnya-perjanjian.html?m=1
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2) novasi (pembaruan utang) 

3) kompensasi 

4) konfusio (percampuran utang) 

5) pembebasan utang; 

6) kebatalan atau pembatalan, dan 

7) berlakunya syarat batal. 

Disamping ketujuh cara tersebut, dalam praktik dikenal pula cara 

berakhirnya perjanjian (kontrak), yaitu: 

a. jangka waktu berakhir 

b. dilaksanakan obyek perjanjian 

c. kesepakatan kedua belah pihak 

d. pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak, dan 

e. adanya putusan pengadilan 

Berdasarkan pasal 1381 BW hapusnya perikatan karena :
33

 

a. Pembayaran 

Pembayaran yang dimaksud pada bagian ini berbeda dari 

istilah pembayaran yang  dipergunakan dalam percakapan sehari-

hari, karena pembayaran dalam pengertian sehari-hari harus 

dilakukan dengan menyertakan uang, sedangkan menyerahkan 

barang selain uang tida disebut sebagai pembayaran, tapi pada 

bagian ini yang dimaksud dengan pembayaran adalah segala 

bentuk pemenuhan prestasi. 

                                                     
33

 Nanda Amalia dan Ramziati, Modul Praktek Kemahiran Hukum, Perancangan Kontrak (Aceh:  

Unimal Press, 2015), hlm. 56-74 
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b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau 

penitipan Pelunasan utang perjanjian dengan menawarkan 

pembayaran secara tunai yang diikuti dengan konsignasi atau 

penitipan dimungkinkan berdasarkan pasal 1404 KUHPerdata jika 

kreditur menilai pembayaran yang dilakukan oleh debitur 

tersebut, padahal secara kontraktual sebenarnya debitur berhak 

untuk melakukan pembayaran seperti yang telah ditawarkannya 

tersebut. Dengan pengertian lain, atas hak yang dimilikinya untuk 

membayar utang tersebut, maka penolakan yang dilakukan oleh 

kreditur tanpa alasan hukum dapat diterima, akan memberikan 

hak bagi debitur untuk tetap melakukan pelunasan kewajibannya 

tersebut dengancara konsignasi dengan menitipkannya di 

pengadilan. Tindakan tersebut akan membebaskan dirinya dari 

tuduhan wanprestasi dan pembayaran melalui konsignasi tersebut 

akan segera mengakhiri atau menghapuskan perjanjian 

sehubungan dengan itu. 

c. Pembaharuan utang  

Pembaharuan utang atau novasi merupaka suatu peristiwa 

hukum yang dapat menghapuskan suatu perikatan ataupun 

kontrak yang diperbaharuinya tersebut. Artinya dengan telah 

adanya suatu kesepakatan baru yang disetujui oleh semua pihak, 

maka kesepakatan lama akan menjadi hapus dengan sendirinya. 

Dalam pasal 1413 KUHPerdata dijelaskan tiga bentuk 
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pembaharuan utang yang diperbolehkan, yaitu: pertama, apabila 

seorang yang berutang yang berutang membuat suatu perikatan 

baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang 

menggantikan utang lama, yang dihapuskan karenanya. Kedua, 

apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang 

berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari 

perikatannya. Ketiga, apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, 

seorang berpiutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari 

perikatannya. 

d .Kompensasi 

Kompensasi adalah perjumpaan utang antara debitur dan dan 

kreditur yang samasama mempunyai piutang ataupun tagihan 

diantara kedua belah pihak. Contohnya: A mempunyai tagihan 1 

juta kepada B, dimana pada saat yang bersamaan B juga 

mempunyai tagihan kepada A. Dengan kedaan ini A dan B dapat 

mengadakan perjumpaan utang yang akhirnya akan membebaskan 

kedua belah pihak dari perjanjianperjanjian yang telah 

diperjumpakan tersebut. Kompensasi ini umumnya  
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e. Percampuran utang 

Percampuran utang terjadi apabila kedudukan sebagai orang 

berpiutang dan orang yang berutang berada pada satu orang, akan 

mengakibatkan secara hukum terjadinya percampuran utang yang 

mengakibatkan hapusnya piutang yang ada. 

f. Pembebasan utang 

Pembebasan utang merupakan suatu kesepakatan yang secara 

sukarela dilakukan oleh seorang kreditur terhadap debiturnyanya, 

dan ataupun pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan 

kewajiban tersebut untuk membebaskan debitur tersebut dari 

seluruh kewajiban-kewajiban utangnya tersebut. Pembebasan 

utang berdasarkan pasal 1438 KUHPerdata tidak dapat 

dipersangkakan akan tetapi harus dibuktikan. Oleh karena itu dari 

sisi perancangan kontrak, langkah pembebasan utang walaupun 

dapat dilakukan dengan cara secara suka rela mengembalikan 

surat-surat utang ataupun suratsuarat yang berhubungan dengan 

itu, sebaiknya juga dilakukan melalui suatu bnetuk kesepakatan 

tertulis yang secara tegas menjelaskan maksud, alasan, dan 

konsekuensi hukum dari berakhirnya perjanjian yang ada akibat 

dari pembebasan utang tersebut. 

g. Musnahnya barang yang terutang 

Hapusnya perjanjian secara hukum adalah yang menjadi 

objek perjanjian tersebut musnah. Hilang, atau tidak diketahui 
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keberadaannya, sehingga mengakibatkan pelaksanaan dari 

prestasi salah satu pihak sama sekali tidak dapat dilaksanankan, 

sepanjang musnah atau hilangnya barang yang diperjanjikan 

tersebut terjadi akibat dari kesalahan si berhutang, dan tidak juga 

terjadi setelah dia lalai dalam melaksanakan kewajibannya. 

Kemusnahan objek perjanjian tersebut pada dasarnya memberikan 

konsekuensi dari tidak dapatnya dilakukan pelaksanaan hak dan 

kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut oleh para pihak. 

Misalnya disebabkan oleh peristiwa force majeure. 

h. Pembatalan 

Hapusnya suatu perikatan juga terjadi sebagai konsekuensi 

hukum atas tidak terpenuhinya persyaratan kontrak yang diatur 

dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya tentang persyaratan 

subjektif dan objektifnya. Syarat sepakat mereka mengikatkan diri 

dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dinamakan syarat 

subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek 

perjanjian. Syarat subjektif ini apabila tidak dipenuhi maka 

perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak 

yang lemah yaitu pihak yang tidak cakap atau pihak yang 

memberikan sepakat secara tidak bebas. Sedangkan syarat suatu 

benda tertentu dan suatu sebab yang halal, dinamakan syarat 

objektif, akrena kedua syarat tersebut mengenai objek dari 

perjanjian. Apabila syarat objektif ni tidak dipenuhi maka 
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perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya perjanjian tersebut 

tanpa dimintakan pembatalannya oleh hakim sudah batal dengan 

sendirinya atau dengan kata lain perjanjian tidak pernah terjadi. 

i. Berlakunya syarat batal 

Pengertian syarat ini adalah ketentuan isi perjanjian yang 

disetujui oleh kedua belah pihak, syarat mana yang jika dipenuhi 

mengakibatkan perikatan itu batal. Sehingga perikatan menjadi 

hapus. 

j.Lampau waktu 

Lampau waktu adalah untuk memperoleh sesuatu atau untuk 

dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu 

tertentu dan syarat yang telah ditentukan undang-undang. 

B. Deskripsi Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam 

1. Subjek dan Objek Perjanjian Pinjam-Meminjam 

a. Subjek dalam perjanjian pinjam-meminjam adalah pemberi pinjaman 

(kreditor) dan penerima pinjaman (debitor). Kreditor adalah orang yang 

memberikan pinjaman uang kepada debitor, sedangkan debitor adalah 

orang yang menerima pinjaman dari kreditor. Subjek hukum dalam 

tiap-tiap perjanjian haruslah : 

1) Seorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban 

kewajiban untuk sesuatu. 

2) Seorang manusia atau badan hukum yang mendapat ha katas 



37 
 

 

pelaksanaan kewajiban itu.
34

 

 Subjek dalam perjanjian yang berupa seorang manusia, harus 

memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum 

secara sah, yaitu harus dewasa, sehat pikirannya, dan tidak oleh 

peraturan hukum dilarang atau diperbatasi dalam melakukan perbuatan 

hukum yang sah seperti pailit, peraturan tentang perempuan berkawin 

sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata pasal 108 dan 109 dan 

sebagainya.
35

 

b. Objek pinjam-meminjam adalah semua barang-barang yang habis 

dipakai, dengan syarat barang itu harus tidak bertentangan dengan 

undang-undang,ketertiban umum, dan kesusilaan. Objek perjanjian 

adalah suatu benda yang sekarang ada dan atau benda yang nanti aka 

nada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi objek perjanjian, 

antara lain : 

1. Barang-barang yang dapat diperdagangkan (pasal 1332 

KUHPerdata) 

2. Suatu barang yang sedikitnya dapat ditentukan jenisnya (pasal 

1333 KUHPerdata) tidak menjadi halangan bahwa jumlahnya 

tidak tertentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat 

ditentukan atau dihitung. 

3. Barang-barang yang aka nada dikemudian hari (pasal 1334 ayat 

(2) KUHPerdata). 

                                                     
34 Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 13 
35
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2. Putusan Hakim 

 Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan 

persidangan di pengadilan dalam suatu perkara
36

. Putusan akhir dalam 

suatu sengketa yang di putuskan oleh hakim yang memeriksa dalam 

persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak 

yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. 

1. Jenis Putusan 

a) Putusan Declaratoir (Pernyataan) 

 Putusan Declaratoir (Pernyataan) adalah putusan hanya 

menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. 

Misalnya: Putusan tentang keabsahan anak angkat menurut 

hukum, putusan ahli waris yang sah, putusan pemilik atas suatu 

benda yang sah dan lain sebagainya. 

b) Putusan Constitutief (Pengaturan) 

 Putusan Constitutief (Pengaturan) adalah putusan yang dapat 

meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu 

keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan tentang perceraian, 

putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit, putusan 

tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perakra dan lain 

sebagainya. 

 

                                                     
36
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c) Putusan Condemnatoir (Menghukum) 

 Putusan Condemnatoir (Menghukum) adalah putusan yang 

bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan 

untuk memenuhi prestasi. Pada umumnya putusan condemnatoir 

ini terjadi disebabkan oleh kareana dalam hubungan perikatan 

anatara Penggugat dengan Tergugat yang bersumber pada 

perjanjian atau undang-undang telah terjadinya wanprestasi dan 

perakranya diselesaikan di Pengadilan. 

d) Putusan Preparatoir 

 Putusan Preparatoir adalah putusan sela yang dipergunakan 

untuk mempersiapkan putusan akhir. Putusan ini tidak 

mempunyai pengaruh atas pokok perakra atau putusan akhir 

karena putusannya dimaksudkan untuk mempersipkan putusan 

akhir. 

e) Putusan Interlocutoir 

 Putusan Interlocutoir adalah putusan sela yang berisi tentang 

perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap 

bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan 

para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir. 

Putusan interlocutoir ini dapat mempengaruhi putusan akhir 

karena bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akhir. 
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f) Putusan Insidentil 

 Putusan Insidentil adalah putusan sela yang berhubungan 

dengan insident atau peristiwa yang dapat menghentikan proses 

peradilan biasa untuk sementara. 

g) Putusan Provisionil 

 Putusan provisionil adalah putusan sela yang dijatuhkan 

sebelum putusan akhir sehubungan dengan pokok perkara, agar 

untuk sementara sambil menunggu putusan akhir dilaksanakan 

terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak demi untuk 

kepentingan salah satu pihak. 

h) Putusan Contradictoir 

 Putusan Contradictoir adalah putusan yang menyatakan 

bahwa Tergugat atau para Tergugat pernah hadir dalam 

persidangan, tetapi dalam persidangan selanjutnya tergugat atau 

para tergugat atau salah satu dari tergugat tidak pernah hadir 

walaupun telah dipanggil dengan patut. Dan Putusan 

Contradictoir merupakan lawan dari putusan verstek, dalam 

putusan contradictoir diberikan disebabkan oleh tergugat atau 

para tergugat yang pernah hadir dipersidangan, tetapi dalam 

sidang-sidang tergugat atau salah satu dari tergugat  tidak pernah 

hadir, sedangkan putusan verstek adalah putusan diberikan oleh 

hakim karena tergugat tidak pernah hadir     di persidangan. 
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i) Putusan Verstek atau In Absensia 

 Putusan Verstek atau In Absensiaadalah putusan tidak 

hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh 

pengadilan dengan patut tidak pernah hadir dalam persidangan 

dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk 

menghadiri dalam persidangan. (Putusan Hakim Dalam Hukum 

Acara Perdata)
37

 

2. Putusan Batal Demi Hukum 

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau 

dua pihak yang berhak menuntut sesuatu hal dan wajib memenuhi 

tuntuan dari pihak yang lain.
38

 Perjanjian adalah suatu peristiwa 

seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal.
39

 Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) 

sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

lain atau lebih.” 

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya suatu perjanjian 

sebagai berikut:
40

 Untuk membuat suatu perjanjian mengenai suatu hal 

tertentu dan suatu sebab yang halal. 

                                                     
37

 https://www.google.com/amp/s/lbh-ri.com/putusan-hakim-dalam-hukum-acara-

perdata/%3famp=1 Di akses di semarang pukul 22.01 pada tanggal 11 juni 2022 
38

 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005), halaman 1. 
39

 Ibid  
40

 Ibid., halaman 17 

https://www.google.com/amp/s/lbh-ri.com/putusan-hakim-dalam-hukum-acara-perdata/%3famp=1
https://www.google.com/amp/s/lbh-ri.com/putusan-hakim-dalam-hukum-acara-perdata/%3famp=1
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Syarat pertama dan kedua, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena 

mengenai subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat 

ketiga dan keempat dinamakan syarat-syarat obyektif karena 

mengenai obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.
41

 

Ketika syarat-syarat subyektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat 

dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang 

tidak sepakat secara bebas atau pihak yang tidak cakap hukum.
42

 

Sedangkan jika syarat-syarat obyektif tidak terpenuhi, perjanjian batal 

demi hukum.
43

 Dasar hukum melakukan gugatan ‘dapat dibatalkan’ 

(voidable) dan ‘batal demi hukum’ (void) diatur dalam Pasal 1266 

KUHPerdata sebagai berikut: 

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang 

timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi 

kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi 

hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim. 

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai 

tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam perjanjian. Jika 

syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa 

untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan 

suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka 

waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan. 

Hasil dari proses gugatan tersebut berbentuk suatu putusan 

hakim. Putusan hakim penting dalam proses gugatan karena menjadi 

hasil akhir yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para 

                                                     
41

 Ibid. 
42

 Ibid., halaman 20 
43

 Ibid., 
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pihak yang berperkara dalam menyelesaikan sengketa.
44

 Putusan 

hakim dapat ditinjau dari 3 (tiga) hal yaitu dari aspek kehadiran para 

pihak, sifat, dan waktu penjatuhan putusan.
45

 Putusan hakim yang 

ditinjau dari sifatnya terbagi menjadi tiga yaitu putusan hakim yang 

bersifat deklarator, konstitutif, dan kondemnator. Putusan deklarator 

atau deklaratif (declatoir vonnis) adalah pernyataan hakim yang 

tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan yang 

dimaksud merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak 

atau titel maupun status. Pernyataan dicantumkan dalam amar atau 

diktum putusan. Putusan konstitutif (constitutief vonnis) adalah 

putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat 

meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan 

keadaan hukum baru. Putusan Kondemnator adalah putusan yang 

memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara.
46

 

Putusan hakim terhadap gugatan ‘dapat dibatalkan’ (voidable) 

disebut putusan konstitutif, sedangkan putusan hakim terhadap 

gugatan ‘batal demi hukum’ (void) disebut putusan deklarator. Alasan 

gugatan ‘dapat dibatalkan’ (voidable) menghasilkan putusan konstituif 

adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat 

dilakukan penguatan/penetapan perjanjian tersebut untuk tetap berlaku 

dan memiliki kekuatan mengikat sehingga hakim dalam putusannya 

hanya membatakan satu atau beberapa pasal dalam perjanjian dan 

                                                     
44 Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, hlm 124 
45 Sigar Aji Poerana, Perbedaan Sifat Putusan Deklarator, Konstitutif, dan Kondemnator, konstitutif dan kondemnator 
46

 Ibid. 
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memberikan rumusan baru terhadap pasal yang dibatalkan.
47

 

Sedangkan alasan gugatan ‘batal demi hukum’ (void) menghasilkan 

putusan deklarator adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat 

objektif menyebabkan suatu perjanjian batal demi hukum secara serta-

merta atau perjanjian dianggap tidak ada sehingga hakim dalam 

putusannya membatalkan semua isi perjanjian dan tidak dilakukan 

rumusan baru. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang 

merupakan bagian dari bentuk perikatan memiliki empat syarat 

keabsahan yang harus dipenuhi. Empat syarat tersebut terbagi lagi 

menjadi syarat subyektif dan obyektif. Jika syarat subyektif tidak 

terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan dengan gugatan ‘dapat 

dibatalkan’ (voidable) yang menghasilkan putusan konstitutif. 

Sedangkan jika syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian 

batal demi hukum dengan gugatan ‘batal demi hukum’ (void) yang 

menghasilkan putusan deklarator. 

 

                                                     
47 Elly Erawati dan Herlien Budiono, Penjelasan Hukum Tentang Pembatalan Perjanjian, Jakarta: Nasional Legal Reform 

Program , 2010 hlm 21 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode pendekatan 

Pada penelitian ini penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis 

Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan.Yang dilakukan 

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori,konsep- 

konsep,asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan.Yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan, 

Pendekatan kepustakaan,yakni dengan mempelajari buku- buku, peraturan 

perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian 

ini. 

B. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Menurut Sugiyono 
48

metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitan yang 

berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data 

dilakukansecara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, 

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengambarkan, melukiskan, 

menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang 

akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu 

                                                     
48

  Sugiyono,2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, ,penerbit Alfabeta,Bandung hal 308 
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kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan 

instrument penelitian dan  hasil penulisannya berupa kata-kata atau pertanyaan 

yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan: 

1. Studi Pustaka 

Mencari literature yang mendukung penelitian  inidan    mengumpulkan 

data-data yang relevan terhadap topic dengan mempelajari buku-buku, 

tulisan ilmiah, informasi mengenai lokasi penelitian dan peraturan 

perundang-undangan yang sesuai serta berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data 

kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat 

oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. 

Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti 

kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui 

suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat 

langsung oleh subjek yang bersangkutan 
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D. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis data menggunakan teori Sugiyono
49

 adapun tahapannya 

sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mencari informasi baik 

lisan maupun tulisan sementara, yang dapat digunakan untuk mengetahui 

peristiwa, masalah atau kejadian yang terjadi di lapangan. 

b. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan,pengabstrakan dan transformasi data“kasar”yang muncul 

dari catatan tertulis dilapangan.Reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis yang menajamkan,menggolongkan,mengarahkan dan membuang 

yang tidak perlu mengorganisasikan data sekunder sedemikian rupa sehingga 

dapat ditarik dan diverifikasi. 

c. Display Data 

Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik 

analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan 

data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan 

kemungkinan menghasilkan kesimpulan. 

d. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 

Kesimpulan  awal yang dikemukakan masih  bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

                                                     
49

 Sugiyono, Op Cit 
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tahap pengumpulan data berikutnya Pada penelitian ini, kesimpulan awal 

yang dikemukakan oleh peneliti akan didukung oleh data-data yang 

diperoleh peneliti di lapangan. Jawaban dari hasil penelitian akan 

memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan penelitian yang 

diteliti dalam penelitian ini 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Perjanjian adalah pertemuan kehendak para pihak yang berawal dari 

perbedaan kepentingan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak 

yang membuatnya. Hukum kontrak berkaitan dengan pembentukan dan 

melaksanakan suatu janji. Suatu janji adalah suatu  pernyataan tentang sesuatu 

kehendak yang akan terjadi atau tidak terjadi pada masa akan datang
50

. Pada 

prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para 

pihak dalam kontrak. Esensi dari  kontrak itu sendiri adalah kesepakatan 

(agreement)
51

. Menurut Sudikno Mertokusumo perjnjian hendaknya 

dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, 

tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti 

bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada 

sanksinya
52

. 

Perikatan yang lahir karena Undang-undang juga bisa timbul tanpa ada 

pihak yang melakukan perbuatan tertentu. Pada dasarnya masyarakat lebih 

banyak menggunakan perikatan yang lahir akibat dari perjanjian, karena untuk 

mengatur kepentingan antar pihak dibutuhkanlah perjanjian baik lisan 

maupun tertulis melalui. kesepekatan yang menimbulkan hak dan kewajiban 

                                                     
50Roger LeRoy Miller dan Gayland A. jentz, 2006,Businnes Law Today, hlm 181, dikutip dari, 
Ridwan khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam prespektif perbandingan (bagian pertama), 

FH UII Press, hlm57 
51Ridwan khairandy,2013, Hukum kontrak Indonesia dalam prespektif perbandingan (bagian pertama), FH UII Press, hlm. 

58 
52 Sudikno Mertokusumo, 2018, Mengenal Hukum, Liberty Yogyakarta, hlm. 110. 
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bagi para pihak.  

Definisi perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata ialah 

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih
53

. Menurut Mariam Darus Badruzaman 

definisi perjanjian yang terdapat pada ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata 

tidak lengkap dan tidak luas
54

. Dikatakan tidak lengkap, karena definisi 

tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. Hal ini terlihat dari 

rumusan kalimat “yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya kepada satu orang atau lebih”
55

. Tidak luas karena dapat mencakup 

hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam keluarga yang menimbulkan 

perkawinan pula. Namun, istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan 

tersendiri. Sehingga buku III KUH Perdata secara tidak langsung berlaku juga 

mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan 

hukum ini tidak ada unsure persetujuan. J. Satrio mengusulkan rumusan 

diubah menjadi: “perjanjian  

Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang 

dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah 

kesepakatan (agreement)
56

. Subekti juga mendefinisikan kontrak sebagai 

peristiwa di mana sesorang berjanji kepada orang lain di mana dua orang 

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu
57

.  

Para pihak yang sudah terikat mempunyai hak dan kewajiban untuk 

                                                     
53 Pasal 1313 KUH Perdata. 
54 Mariam Darus Barulzaman,2016, Op.Cit, hlm 18. 
55 Ridwan Khairandy, 2013, Hukum kontrak Indonesia dalam prespektif perbandingan (bagian pertama), Op.Cit. hlm.23. 
56 Ridwan Khairandy, 2016, Lo.Cit 
57 Subekti, Hukum perjanjian, PT Intermesa, Jakarta, hlm.36 
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melaksanakan prestasi kepada pihak lain. Menurut Subekti, Perjanjian adalah 

suatu peristiwa dimana orang itu saling berjanji kepada orang lain atau 

dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal
58

 Disamping 

itu juga tidak ada larangan bagi seseorang untuk membuat perjanjian dengan 

pihak manapun juga yang dikehendakinya dan juga tidak memberikan 

larangan kepada seseorang untuk membuat perjanjian dalam bentuk tertentu 

yang dikehendakinya. Suatu perjanjian tidak terjadi seketika atau serta merta 

dan perjanjian dibuat untuk dilaksanakan, oleh karena itu dalam suatu 

perjanjian yang dibuat selalu terdapat tiga tahapan, yaitu
59

: 

a) Pra contractual, yaitu perbuatan – perbuatan yang tercakup dalam 

negosiasi dengan kajian tentang penawaran dan penerimaan; 

b) Contractual, yaitu tentang bertemunya dua pernyataan kehendak yang 

saling mengisi dan mengikat kedua belah pihak 

c) Post-contactual, yaitu tahap pada pelaksanaan hak – hak dan kewajiban. 

Pada perkara ini yang berkedudukan sebagai penggugat ialah sebuah 

badan hukum berbentuk  Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan 

hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat dan 

berkantor di Sentra Niaga Puri Indah Blok T 3 nomor 1, Puri Kembangan, 

Jakarta Barat, yang memiliki  kegiatan usaha utamanya dalam bidang 

Penyewaan/ Rental Alat-Alat  Berat. Sedangkan tergugat ialah perusahaan 

kemitraan terbatas yang  didirikan dan berdasarkan hukum yang berlaku di 

negara bagian Texas,  Amerika Serikat. Pada tanggal 23 April 2010 dibuat 

                                                     
58 Ibid 
59 Salim HS, 2003, Perkembangan Hukum Kontrak Inomirat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 16 
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Loan Agreement/ Perjanjian  Pinjam-Meminjam oleh dan antara PT. Bangun 

Karya Pratama Lestari  selaku penggugat dengan Nine AM Ltd. selaku 

tergugat. Penggugat telah  memeroleh pinjaman uang dari tergugat sebesar 

USD 4,422,000,- (empat  juta dua ratus dua puluh dua ribu Dolar Amerika 

Serikat).  

Pasal 2.1 Loan  Agreement menentukan bahwa pelunasan atau 

pembayaran kembali  pinjaman beserta bunganya akan dilakukan sebagai 

berikut: 

a) 48 kali angsuran bulanan sebesar USD 148,500,- (seratus empat  puluh 

delapan ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) per bulan, dimana 

angsuran pertama wajib dibayar satu bulan setelah tanggal transfer 

pinjaman ke rekening Debitor sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 di 

atas, sedangkan angsuran sisanya akan menyusul  setelahnya; 

b) Pembayaran bunga akhir sebesar USD 1,800,000,- (satu juta delapan ratus 

ribu Dolar Amerika Serikat) yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran 

terakhir angsuran pinjaman. Kemudian, pada Pasal 3 dan Pasal 7 Loan 

Agreement mengatur  masing-masing berturut turut sebagai berikut: 

Pasal 3 Pembayaran Alternatif Atas Bunga Akhir: 

Pembayaran bunga akhir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2.1 (b) di 

atas bisa dibayar tunai atau (atas keputusan Debitor berdasarkan ketentuan 

Pasal 3.1 di bawah ini) melalui pengalihan hak atas Alat dan serah terima Alat 

kepada Kreditor atau agennya di Jakarta; 

3.2 Bilamana Debitor (dalam hal ini pembayaran bunga akhir) memilih 
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melakukan pengalihan hak atas Alat dan serah terimanya kepada Kreditor di 

Jakarta, maka seluruh Alat wajib diserahkan kepada Kreditor di Jakarta pada 

atau sebelum tanggal, yaitu 30 hari setelah tanggal pembayaran angsuran 

terakhir sesuai Ketentuan dan Syarat  

Pengembalian sebagaimana diterapkan dalam Lampiran 2, yang jika tidak 

dipatuhi oleh Debitor, maka Kreditor berhak meminta  pembayaran bunga 

akhir tersebut secara langsung dan tunai.Pasal 7 pembayaran Atas Penurunan 

Nilai Jaminan: 

Kesepakatan Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas  untuk 

menerima pengalihan hak atas Alat sebagai pengganti  pembayaran bunga 

Pinjaman didasarkan pada asumsi bahwa nilai residual (sisa) Alat setelah 

digunakan selama empat tahun adalah sebesar USD 1,800,000,- (satu juta 

delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat). 

1. Berdasarkan Undang-Undang 

a) Pasal 1254 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Jika perjanjian memuat 

syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, 

atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau, bahkan 

dilarang oleh undang-undang adalah batal demi hukum.” 

b) Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian tanpa 

sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau 

terlarang tidak mempunyai kekuatan. Pengertian tidak mempunyai 

kekuatan dalam pasal 1335 KUHPerdata ini dianggap batal demi 

hukum” 
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2. Berdasarkan Para Ahli 

a) Menurut Elly Erawati dan Herlien Budiono mengemukakan alasan-

alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar suatu perjanjian 

dikategorikan batal demi hukum, yaitu : 

1) Batal demi hukum karena syarat perjanjian formil tidak terpenuhi. 

2) Batal demi hukum karena syarat objektif sahnya perjanjian tidak 

terpenuhi. 

3) Batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang 

melakukan perbuatan hukum. 

4) Batal demi hukum karena ada syarat batal yang terpenuhi. 
60

   

3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 

451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 

451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. yang menyatakan bahwa Loan Agreement 

tertanggal 23 April 2010 yang dibuat antara penggugat dengan tergugat 

batal demi hukum serta menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jaminan 

Fidusia atas Benda tertanggal 27 April 2010 Nomor 33 yang merupakan 

perjanjian ikutan (Accesoir) dari Loan Agreement tertanggal 23 April 

2010 batal demi hukum dan memerintahkan  kepada penggugat untuk 

mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang  belum diserahkan kembali 

kepada tergugat sebanyak USD 115.540,-(seratus lima belas ribu lima 

ratus empat puluh Dolar Amerika Serikat).  
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 Erawati, Elly dan Herlien Budiono, Penjelasan Tentang Kebatalan Perjanjian, Jakarta, 2010, 

hlm. 6-14 
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Majelis Hakim dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Loan 

Agreemen yang dibuat antara Nine AM Ltd. dengan PT. Bangun Karya 

Pratama Lestari batal demi hukum.Penggugat telah mengakui secara tegas 

bahwa berdasarkan Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 tersebut, 

penggugat telah menerima pinjaman uang dari tergugat dengan jumlah 

utang pokok sebesar USD 4.422.000,- (empat juta empat ratus dua puluh 

dua ribu Dolar Amerika Serikat). Keberatan penggugat atas penggunaan 

bahasa inggris dalam Loan Agreement adalah tidak berdasar dan mengada-

ada karena sebelumnya telah ada Loan Agreement pada tanggal 10 

november 2006 antara penggugat dan tergugat yang juga menggunakan 

bahasa Inggris.  

Penggunaan bahasa Inggris pada Loan Agreement tanggal 23 April 

2010 tersebut juga merupakan hasil kesepakatan antara penggugat dan 

tergugat. Fakta ini didukung dengan tidak terdapat adanya suatu keberatan 

apapun dari penggugat selama proses pembuatan sampai 

ditandatanganinya Loan Agremeent bahkan selama proses tersebut 

penggugat dan tergugat melakukan surat menyurat dengan menggunakan 

bahasa Inggris. 

Dengan menandatangani Loan Agreement maka penggugat harus 

dianggap mengetahui dan mengerti serta menerima isi dari Loan 

Agreement tersebut dan dengan demikian ketentuan dari perjanjian 

tersebut adalah berlaku dan mengikat bagi penggugat, walaupun perjanjian 

tersebut dibuat dalam bahasa Inggris. Dengan menandatangani Loan 
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Agreement, penggugat telah setuju dan menerima semua syarat dan 

ketentuan dari perjanjian tersebut, termasuk ketentuan mengenai besarnya 

bunga, dengan demikian maka penggugat berkewajiban untuk membayar 

utang pokok dan bunga serta kewajiban pembayaran lainnya yang 

ditentukan dalam perjanjian tersebut. Namun putusan Pengadilan Negeri 

dan Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan hukum terkait 

hubungan hukum tersebut di atas.  

Majelis hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi hanya 

langsung menetapkan bahwa pokok permasalahan yang diperselisihkan 

ialah legalitas Loan Agreement dikaitkan dengan hukum perjanjian.Loan 

Agreement tersebut tidak dapat berdiri sendiri, namun terdapat 

serangkaian hubungan hukum lainnya yang terikat satu sama lain.putusan 

tersebut ialah meskipun terdapat iktikad tidak baik dalam melaksanakan 

perjanjian, selama perjanjian tersebut pada dasarnya melanggar syarat 

objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian tersebut dapat 

dimintakan agar dinyatakan batal demi hukum. Padahal adanya iktikad 

baik merupakan hal substansial yang mendasari dibuat dan 

dilaksanakannya perjanjian. Iktikad baik merupakan unsur yang terdapat 

dalam diri para pihak yang melaksanakan perjanjian, sehingga meskipun 

perjanjian tersebut secara objektif telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 

KUH Perdata, pelaksanaannya tetap bergantung iktikad baik dari para 

pihak dalam perjanjian. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya selain 

dinyatakan batal demi hukum, Majelis Hakim juga melihat dan 
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mempertimbangkan unsur iktikad baik dari penggugat dan tergugat. Sebab 

setiap perjanjian haruslah dilaksanakan dengan iktikad baik sebagaimana 

ditetapkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan dinyatakannya suatu 

perjanjian batal demi hukum, maka posisi hukum para pihak harus 

dikembalikan seperti keadaan semula. Kewajiban penggunaan Bahasa 

Indonesia di dalam hukum perjanjian Ini pun telah terakomodir di dalam 

Pasal 1339 KUH Perdata yang Menentukan sebagai berikut: 

”Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara 

Tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang 

menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau 

Undang-undang.” 

 

Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia oleh lembaga negara, 

Instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau 

Perseorangan warga negara Indonesia di dalam Perjanjian diatur di dalam 

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Bahasa. Berdasarkan Pasal 1339 

KUH Perdata, salah satu elemen perjanjian adalah undang-undang, Maka 

dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hukum perjanjian, perjanjian Yang 

dibuat oleh pihak yang disebutkan di atas wajib menggunakan Bahasa 

Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang 

menentukan bahwa peraturan perundang-undangan juga mengikat suatu 

Perjanjian, perjanjian a quo dibuat secara bertentangan dengan peraturan 

Perundang-undangan, yang dalam hal ini Undang-Undang Bahasa.  

Menurut saya putusan pengadilan Nomor 451/Pdt.G/2021/PN.Jkt 

Barat adil bagi penggugat dan tergugat karena kedua belah pihak 

mendapatkan hak sesuai dengan apa yang telah di tanda tangani. 
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B. Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis  berpendapat bahwa 

Loan Agreement yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat tertanggal 

23 April 2010 yaitu sesudah Undang-Undang Bahasa diundangkan maka tidak 

dibuatnya Perjanjian Pinjam-Meminjam/ Loan Agreement tersebut dalam 

Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan undang-undang yang dalam hal 

ini adalah Undang-Undang Bahasa sehingga merupakan perjanjian terlarang 

karena dibuat dengan sebab yang terlarang, sebagaimana ditetapkan dalam 

Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata.  

Dengan demikian menurut penulis tidak terpenuhi salah satu syarat 

Esensialia dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan 

dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga dengan demikian 

Perjanjian Pinjam-Meminjam/ Loan Agreement tertanggal yang 

ditandatangani oleh penggugat dan tergugat adalah batal demi hukum. Loan 

Agreement tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara penggugat 

dengan tergugat tersebut adalah Batal Demi Hukum maka Akta Perjanjian 

Jaminan Fidusia atas benda tertanggal 27 April 2010 Nomor 33 yang 

merupakan Perjanjian Ikutan (Accesoir) dari Loan Agreement tertanggal 23 

April 2010 tersebut juga dinyatakan Batal Demi Hukum. Berdasarkan 

pertimbangan di atas, Loan Agreement yang ditandatangani antara penggugat 

dan tergugat telah dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan apa yang 

dimintakan oleh penggugat. Kebatalan tersebut ditetapkan oleh Majelis Hakim 

setelah menalar unsur objektif dari Pasal 1320 KUH Perdata yang membentuk 
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perjanjian tersebut yang pada akhirnya ditetapkan tidak terpenuhi. Unsur 

“adanya suatu sebab yang halal” bermakna bahwa isi kontrak tersebut tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara a quo, 

ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Bahasa menentukan bahwa setiap 

perjanjian yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dan/atau oleh perseorangan 

warga negara Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia, tidak dipenuhi 

dalam perjanjian antara penggugat dan tergugat yang dibuat pada tahun 2010. 

Atas dasar ketentuan inilah perjanjian tersebut dikategorikan sebagai 

perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga 

dianggap tidak memenuhi syarat sebab yang halal dalam perjanjian.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dari bab I sampai bab IV Studi Yuridis Terhadap 

Perjanjian Pinjam Meminjam Yang Di Nyatakan Batal Demi Hukum,maka 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan putusan hakim 

bahwa Loan Agreement telah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, 

yaitu tidak terpenuhinya unsur suatu sebab yang  halal dan bertentangan 

dengan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa serta Pasal 1339 KUH Perdata yang 

menentukan bahwa suatu perjanjian tidak hanya terikat terhadap apa yang 

secara tegas disetujui dalam  perjanjian tersebut, tetapi juga terikat oleh 

kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang maka batal demi hukum. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti 

mempunyai saran kepada pengadilan yaitu seperti kasus yang terjadi maka 

disarankan agar suatu perjanjian yang melibatkan pihak asing dibuat dalam 2 

(dua) rangkap yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pihak 

asing tersebut atau bahasa Inggris sehingga dapat menghindari permasalahan 

hukum. 

. 
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